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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka), Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka
untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh,
berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat
diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai tujuan yang
digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun
2012-2032, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-
2032 selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012, berdasarkan
Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara
komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan
nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan,
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal
15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Qanun, berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.



- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun
2010, Aceh Nomor 9 Tahun 2012.

- Dalam Qanun Ini Mengatur Tentang : Ketentuan Umum, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh, Pengendalian Dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Aceh, Ketentuan Peralihan, Ketentuan
Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Desember 2013.
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